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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 

PERUSAHAAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP 

A. Tinjauan Pustaka Tentang  Perbuatan Melawan Hukum 

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum 

Istilah onrechtmatigedaad dalam bahasa Belanda lazimnya 

mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 

Burgerlijk Wetboek (BW). Untuk selanjutnya akan digunakan istilah Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdt.) sebagai pengganti BW. 

Pasal ini diartikan berbeda-beda di antara ahli hukum, ada yang 

mengartikannya sebagai Perbuatan Melanggar Hukum dan ada pula yang 

mengartikannya sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 

KUHPerdt. selengkapnya berbunyi:27 

“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op 
een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke 
plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 
maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de 
aanwezigheid van een rechtvaardigingingsgrond.” 
 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan I.S. Adiwimarta dalam 

menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar juga mempergunakan istilah 

perbuatan melawan hukum.  

Selain itu istilah yang sama juga digunakan oleh M.A. Moegni 

Djojodirjo dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum. 

Digunakannya terminologi Melawan hukum bukan Melanggar Hukum 

27 Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1 
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oleh M.A. Moegni Djojodirjo karena dalam kata melawan melekat sifat 

aktif dan pasif.57 Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja 

melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang 

lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat 

aktifnya dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan 

sengaja diam saja atau dengan sengaja diam saja atau dengan lain 

perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehingga menimbulkan 

kerugian pada orang lain, maka ia telah “melawan” tanpa harus 

menggerakkan badannya.28 

Badrulzaman dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perikatan 

berusaha merumuskannya secara lengkap sebagai berikut: 

a. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau 

kelalainnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;  

b. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang 

lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam 

pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang 

lain;  

c. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan wajib 

dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu 

perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum. 

28 Rosa Agustina,  Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarja FHUI, Jakarta,  2003, 
hlm. 7.. 
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2. Bentuk Perbuatan Melawan Hukum 

Bentuk-bentuk prestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH 

Perdata adalah:  

a. Memberikan Sesuatu;  

b. Berbuat Sesuatu;  dan 

c. Tidak Berbuat Sesuatu.  

Dalam melakukan perbuatan, debitur tidak bebas melakukannya, 

tetapi diatur oleh berbagai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. 

Artinya, debitur harus memenuhi semua ketentuan dalam perikatan dan 

bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari 

ketentuan perikatan. Prestasi lainya adalah “Tidak Berbuat Sesuatu”, 

artinya debitur bersifat pasif karena telah ditetapkan dalam perikatan. 

Apabila debitur melakukan perbuatan tertentu yang seharusnya tidak 

diperbuat, ia dinyatakan telah melanggar perikatan. 

3. Akibat Perbuatan Melawan Hukum  

Perbuatan melawan hukum pada dasarnya tidak diharapkan dan 

diinginkan oleh kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, baik pihak 

kreditur maupun debitur. Jika salah satu pihak lalai memenuhi suatu 

prestasi maka akan timbul suatu akibat, Adapun akibat adanya perbuatan 

melawan hukum, yaitu sebagai berikut :  

a. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh kreditur;  

b. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (Pasal 1243 KUH 

Perdata);  
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c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur apabila halangan tersebut  

timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau 

kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak 

dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa; dan 

d. Kreditur dapat mebebaskan diri dari kewajibanya memberikan kontra  

prestasi dalam perjanjian timbal balik dengan dasar Pasal 1266 KUH 

Perdata.  

B. Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Lingkungan Hidup 

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari 

lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk 

hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan 

makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga 

antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama 

lain. 

Otto Soemarwoto menyatakan :  

“Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik 
menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam 
ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara 
yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan 
padat, tanah dan batu.” 
 

Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda 

tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut. 

        18 Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup, Djembatan, Jakarta, 2001, hlm. 51-52. 
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Mulyanto dalam bukunya menjelaskan mengenai pengertian 

lingkungan, yakni :  

“Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi 
suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme 
hidup (biotic factor) atau variabel-variabel yang tidak hidup 
(abiotic factor).” 
 

Terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: 

a. Biotik : Makhluk (organisme) hidup; dan  

b. Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lainlain. 

Agoes Sugianto menyatakan :  

“Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua 
faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. 
Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang 
merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi 
dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas 
lingkungan hidup.” 
 

Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of nature) 

menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu 

sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang 

terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena 

adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. 

Agoes Sugianto dalam bukunya juga menyatakan :  

“Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena 
adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan 
perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia 

        19 Mulyanto. Ilmu Lingkungan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 1. 
        31 Agoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, 

Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hlm. 1. 
        32 Agoes Soegianto, Ibid, hlm. 39. 
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memunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula 
selama perubahan itu tidak drastis.” 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,  menyatakan: 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia 
dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lain.” 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 

Lingkungan Hidup yang menyatakan : 

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia 
dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta 
makhluk hidup lain.” 
 

Menurut Otto Soemarwoto sifat lingkungan hidup ditentukan oleh 

bermacam-macam faktor, yakni : 

a. Oleh jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup 

tersebut.  Dengan mudah dapat kita lihat, suatu lingkungan hidup 

dengan 10 orang manusia, seekor anjing, tiga ekor burung perkutut, 

sebatang pohon kelapa dan sebuah bukit batu akan berbeda sifatnya 

dari lingkungan hidup yang sama besarnya tetapi hanya ada seorang 

manusia, 10 ekor anjing, tertutup rimbun oleh pohon bambu dan rata 

tidak berbukit batu. Dalam golongan jenis unsur lingkungan hidup 

termasuk pula zat kimia; 

b. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup itu. 

Misalnya, dalam suatu ruangan terdapat delapan buah kursi, empat 
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buah meja dan empat buah pot dengan tanaman kuping gajah. Dalam 

ruangan itu delapan kursi diletakan sepanjang satu dinding, dengan 

sebuah meja di muka setiap dua kursi dan sebuah pot di atas masing-

masing meja. Sifat ruangan berbeda jika dua kursi dengan sebuah meja 

diletakan di tengah-tengah masing -masing dinding dan sebuah pot di 

masing-masing sudut; 

c. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup. Misalnya, suatu kota 

yang penduduknya aktif dan bekerja keras merupakan lingkungan 

hidup yang berbeda dari sebuah kota yang serupa, tetapi penduduknya 

santai dan malas. Demikian pula suatu daerah dengan lahan yang 

landai dan subur merupakan lingkungan yang berbeda dari daerah 

dengan lahan yang berlereng dan tererosi; 

d. Faktor non-materil suhu, cahaya dan kebisingan. Kita dapat dengan 

mudah merasakan ini. Suatu lingkungan yang panas, silau dan bising 

sangatlah berbeda dengan lingkungan yang sejuk, cahaya yang cukup, 

tapi tidak silau dan tenang. 

Untuk memberikan gambaran yang tepat dan jelas, maka perlu 

adanya pemahaman yang sempurna atas pengertian lingkungan hidup, 

sehingga tidak terjadi perbedaan dalam penafsiran hal tersebut. Oleh 

karena itu, beberapa pakar lingkungan memberikan definisi tentang 

lingkungan dan lingkungan hidup, antara lain :  

        33 Juwita, Pengertian Lingkungan Hidup menurut Beberapa Ahli, http://www. Juwita 
ismyname.blogspot.com/2012/07/lingkungan-hidup-menurutbeberapaahli.html?m=1  Diakses pada 
Kamis 11 Juli 2020, 01.00 Wib. 
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a. Otto Soemarwoto : Lingkungan adalah jumlah benda dan kondisi yang 

ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita; 

b. S.J. MC Naughton dan Larry L. Wolf : Lingkungan hidup adalah 

semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung 

memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan 

reproduksi organisme; 

c. Michael Allaby : Lingkungan hidup diartikan sebagai: The physical, 

chemical, and biotic condition surrounding and organism (fisik, kimia, 

dan kondisi biotik organisme di sekitar; 

d. Munadjat Danusaputro : Lingkungan hidup sebagai semua benda dan 

kondisi, termasuk Di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, 

yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan memengaruhi 

hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya; 

e. Sri Hayati : Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua 

benda dan keadaan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan 

perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lainnya; dan 

f. Jonny Purba : Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan 

tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara 

berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai. 

Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa 

lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L.Bernard 
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memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian 

besar,yakni :  

a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari 

gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya 

tarik, ombak, dan sebagainya; 

b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis 

berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga 

disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti 

reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya; 

c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu : 

1) lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), 

seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain; 

2) lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap 

sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua 

bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik; 

dan  

3) lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat 

batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. 

Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan 

lain-lain. 

        34 NHT Siahaan, Hukum Lingkungan, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 3. 
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d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara 

institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat 

di daerah kota atau desa. 

Berkaitan dengan lingkungan hidup yang memiliki dasar hukum, 

dimana Jimly Asshiddiqie yang menyatakan :  

“Perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada 
tahun 2002, selain penegasan mengenai konstitusionalisasi 
kebijakan ekonomi, juga peningkatan status lingkungan hidup 
dikaitkan dengan hak -hak asasi manusia yang dijamin oleh 
Undang-Undang Dasar.” 
 

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang mengatur tentang lingkungan hidup dirumuskan dalam 2 

(dua) pasal, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia NRI 1945 menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup 

yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” 

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan : 

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan 
dan kesatuan ekonomi nasional.” 
 

        35 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945, Rajawali 
Pers, Jakarta, 2009, hlm. 79. 
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Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan kewajiban Negara dan 

tugas pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan umat 

manusia. Merujuk pada ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti hak untuk 

memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan 

kesehatan yang baik, merupakan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jelas 

sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai konstitusi 

hijau (Green Constitution).  

Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap 

lingkungan hidup baru bangkit setelah Konferensi Stockholm 1972. 

Bahkan undang-undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan 

Lingkungan Hidup sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru 

tercipta setelah lewat sepuluh tahun, yaitu Tahun 1982. Undang-Undang 

itu ialah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. 

Hermin Kadiati Koeswadji, menyatakan  :  

“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan 
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), telah berlaku 
lebih kurangnya 15 tahun. Untuk menyesuaikan dengan 
perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang begitu 
pesat, Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami 
pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Selanjutnya 
setelah berlakunya Undang-Undang ini selama dua belas tahun 
maka dengan alasan yang sama demi mengakomodir tuntutan 
globalisasi zaman maka pada tanggal 3 Oktober 2009 

        36 Jimly  Asshiddiqie, Ibid. 
        37  Hermin Kadiati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

1993, hlm. 129. 
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disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).” 

 

Muhammad Askrin menyatakan :  

“Perbedaan mendasar antara UUPLH dengan UUPPLH ini 
adalah adanya penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan yang didasarkan pada tata kelola 
pemerintahan yang baik serta adanya kejelasan kewenangan 
antara pusat dan daerah UUPPLH tersebut berlaku sebagai 
payung atau umbrella act atau umbrella provision atau dalam 
ilmu hukum disebut kaderwet atau raamwet, sebab hanya 
diatur ketentuan pokoknya saja.” 
 

Oleh karenanya harus didukung oleh banyak peraturan 

pelaksanaannya. Peraturan yang dimaksud telah berkembang dari hari ke 

hari yang dilakukan oleh instansi Kementerian dan Non Kementerian di 

bawah Koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup. Penjabaran asas dan 

tujuan pengelolaan lingkungan hidup ini telah dilakukan dalam berbagai 

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan berbagai sumber 

daya. 

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini terdapat 

delapan hak atas lingkungan yang diatur, yaitu : 

a. Pasal 65 ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang baik 

dan sehat sebagai bagian dari HAM; 

b. Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (2) ); 

c. Hak akses informasi ( Pasal 65 ayat (2) ); 

d. Hak akses partisipasi ( Pasal 65 ayat (2) ); 

        38 Mohammad Askin, Seluk Beluk Hukum Lingkungan, Nekamatra, 2010, hlm. 63 
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e. Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau 

kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap 

lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (3) ); 

f. Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup ( Pasal 65 ayat (4) ); 

g. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau 

perusakan lingkungan hidup ( Pasal 65 ayat (5) ); dan  

h. Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara 

perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan 

sehat (Pasal 66). 

Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya 

dimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan 

kesejahteraan umat manusia pada saat ini dan juga yang tidak kalah 

pentingnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat di masa 

mendatang (sustainable development).  

2. Pencemaran Lingkungan Hidup 

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup  Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja adalah :  

        39 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2012, hlm. 3. 
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“Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, 

dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh 

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu. 

Pencemaran atau polusi adalah suatu kondisi yang telah berubah dari 

bentuk asal pada keadaan yang lebih buruk. Pergeseran bentuk tatanan dari 

kondisi asal pada kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat 

masukan dari bahan-bahan pencemar atau polutan. Polutan adalah suatu 

zat atau bahan yang kadarnya melebihi ambang batas serta berada pada 

waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga merupakan bahan pencemar 

lingkungan, misalnya bahan kimia, debu, panas dan suara. Polutan 

tersebut dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya dan akhirnya malah merugikan manusia dan 

makhluk hidup lainnya. 

Berdasarkan lingkungan yang terkena polutan (tempat terjadinya), 

pencemaran lingkungan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu : 

a. Pencemaran Udara adalah peristiwa masuknya, tercampurnya, polutan 

(unsur-unsur berbahaya) ke dalam lapisan udara (atmosfer) yang dapat 

mengakibatkan menurunnya kualitas udara atau lingkungan; 

b. Pencemaran Air adalah penambahan zat-zat yang tidak diinginkan dan 

dapat menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya 

membahayakan manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya 

zat-zat kimia yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih; dan 



40 

c. Pencemaran tanah adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah 

rumah tangga, industri, pertanian/buangan buah-buahan yang tidak 

dapat diuraikan oleh mikroorganisme. 

Pengertian perusakan lingkungan menurut Pasal 1 ayat (17) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah : “Perubahan langsung dan/atau 

tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan 

hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” 

Penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Lingkungan Hidup 

telah dimulai pada Tahun 1976 dan ditingkatkan dengan dibentuknya 

Kelompok Kerja Pembinaan Hukum dan Aparatur Dalam Pengelolaan 

Sumber Alam dan Lingkungan Hidup dalam Bulan Maret 1979 oleh 

Menteri Negara. Selain itu untuk mempertahankan keseimbangan antara 

kelestarian lingkungan hidup dengan kegiatan pembangunan yang sedang 

berjalan. Maksudnya adalah agar pembangunan industri di setiap wilayah 

harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

Dalam usaha untuk melindungi lingkungan Indonesia memiliki 

Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
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Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diubah ke dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup merupakan suatu 

ancaman yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, untuk 

itu perlu dibuatnya aturan larangan untuk mencegah pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

menyatakan : 

a. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau 

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan 

tindakan tertentu; 

b. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat 

dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang 

melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau 

kewajiban badan usaha tersebut; 

c. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap 

hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan; 

d. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian adalah konsekuensi 

dari prinsip bahwa untuk melestarikan guna menunjang pembangunan 
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yang berkesinambungan. Oleh karena itu wajar apabila mereka yang 

melanggar wajib membayar ganti kerugian. Barang siapa yang melanggar 

yang berhubungan dengan hukum lingkungan wajib dikenakan sanksi 

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1245, Pasal 1365, dan 1865 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).  

Selain membayar ganti kerugian terhadap korban pencemaran, pihak 

industri yang melanggar juga mempunyai tanggung jawab mutlak, hal ini 

sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : 

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau 
kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau 
mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman 
serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak 
atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur 
kesalahan.” 
 

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja 

menentukan : 

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau 
kegiatannya menggunakan, menghasilkan dan/atau mengelola 
limbah, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap 
lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian 
yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.” 
 

Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup merupakan suatu 

ancaman yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, untuk 

itu perlu dibuatnya aturan larangan untuk mencegah pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

menyatakan  : 

a. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan 

perbuatanmelanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lainatau 

lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan 

tindakan tertentu; 

b. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat 

dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang 

melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau 

kewajiban badan usaha tersebut; 

c. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap 

hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan; dan 

d. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

C. AMDAL (Analisid Mengenai Dampak Lingkungan)  

1. Peran AMDAL  

Istilah peran kerap diucapkan banyak orang. Kata peran dikaitkan 

dengan posisi atau kedudukan seseorang. Peran dikaitkan dengan apa yang 

dimainkan oleh seorang aktor dalam suatu drama. Kata peran, atau role 

dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari dramaturgy atau seni 

teater. Dalam seni teater seorang aktor diberi peran yang harus dimainkan 
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sesuai dengan plot-nya, dengan alur ceritanya, dengan lakonnya. Lebih 

jelasnya kata peran atau role dalam kamus oxford dictionary diartikan :   

“Actor’s part; one’s task or function. yang berarti aktor; tugas 
seseorang atau fungsi.Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang 
lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang 
diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 
masyarakat.” 
 

AMDAL merupakan bagian dari sistem perencanaan, AMDAL 

seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan. 

Sebagai scientific prediction, AMDAL memberikan gambaran yang jelas 

secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan 

timbul oleh sebuah kegiatan. AMDAL seharusnya ditempatkan pada posisi 

yang strategis dalam upaya memberikan perlindungan preventif dalam 

perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan.  

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup dimasukkan ke dalam 

proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil 

keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam 

mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat 

diambil keputusan yang optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. 

Keputusan yang optimal tersebut dapat diartikan sebagai keputusan yang 

berwawasan lingkungan, karena telah memperhatikan aspek positif dan 

40 Kementrian Lingkungan Hidup, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Deputi MenLH Bidang Penataan 
Lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup. 2012. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta. Deputi MenLH 
Bidang Penataan Lingkungan, 2012, hlm. 36. 

41 Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, PT Gelora Aksara Pratama, 
Jakarta, 2004, hlm. 7. 
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negatif suatu kegiatan usaha. Pembangunan suatu wilayah merupakan hal 

tidak dapat dihindarkan. Sebagai upaya agar pembangunan tersebut 

mengikuti konsep pembangunan berkelanjutan dan mengikuti konsep daya 

dukung terhadap lingkungan maka diperlukan suatu perencanaan yang 

matang.  

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang sering disebut 

sebagai AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk 

pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan 

pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan 

di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 

Tentang Análisis Mengenai Dampak Lingkungan. 

Ketentuan Pasal 36 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan 

bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan 

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) wajib 

memiliki izin lingkungan. 

 

42 Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pengembangannya, Djambatan, Jakarta, 
2000, hlm. 4. 
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Ketika istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka 

seseorang yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan 

menjalankan perannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerjaan 

tersebut. Istilah peran, dipinjam dari panggung sandiwara untuk mencoba 

menjelaskan apa saja yang bisa dimainkan oleh seorang aktor. Peran 

sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu 

karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Secara sederhana istilah peran 

merupakan terjemahan dari function, job, atau works.43 

Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan / atau kegiatan 

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

Hal ini sejalan dengan pengertian Amdal yang tertuang pada Pasal 1 angka 

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan. 

Pengertian Amdal sebagaimana diungkapkan oleh Otto Soemarwoto, 

berasal dari National Environmental Policy Act (NEPA) 1969 Amerika 

Serikat, Environmental Impact Assessment/Amdal dimaksud sebagai alat 

43 R. Achmad Rustandi, Gaya Kepemimpinan (Pendekatan Bakat Situasional), Bandung, 
Armoci, 1987, hlm. 87. 
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untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan 

yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pambangunan.44 

Konsep Amdal merupakan bagian dari ilmu ekologi pembangunan 

yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antara 

pembangunan dan lingkungan.45  Analisis Dampak Lingkungan dalam 

istilah asing disebut dengan Enviromental Impact Analysis, Enviromental 

Impact Statement, Enviromental Impact Assessment, atau Enviromental 

Impact and Statement. Istilah Amdal tidak saja berkaitan dengan istilah 

tehnis akan tetapi juga aspek hukum dan aspek administratif. Semua istilah 

tersebut menunjuk pada pengertian bahwa setiap rencana aktivitas 

manusia, khususnya dalam kerangka pembangunan yang selalu membawa 

dampak dan perubahan terhadap lingkungan perlu dikaji terlebih dahulu 

dengan seksama. Berdasarkan kajian ini, akan dapat diidentifikasi 

dampakdampak yang timbul, baik yang bermanfaat maupun yang 

merugikan bagi kehidupan manusia. Kajian tersebut dapat dilakukan 

dengan melihat rencana suatu kegiatan. 

Diketahuinya rencana kegiatan merupakan hal yang sangat penting, 

sebab apabila rencana tidak diketahui, maka dampak yang mungkin timbul 

dari kegiatan tersebut tidak dapat diperkirakan.Garis dasar (base line) ialah 

keadaan lingkungan tanpa adanya proyek (aktivitas). Fungsi garis dasar di 

sini ialah keadaan acuan untuk mengukur dampak.Dampak dalam sistem 

Amdal dikaitkan dengan dua jenis batasan. Pertama, perbedaan antara 

44 Otto Soemarwoto, Loc Cit, hlm. 89. 
45 Taufik Imam Santosa, Politik Hukum Amdal; Amdal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan 

dan Administrasi, Cet. I, Malang, Setara Press, 2009, hlm. 4. 
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kondisi lingkungan sebelum pembangunan, batasan kedua yakni 

perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa 

adanya pembangunan dan yang diperkirakan akan adanya (hadirnya) 

pembangunan tersebut. Batasan yang sama juga diberlakukan pada 

dampak lingkungan terhadap pembangunan. 

Batasan yang diambil Scientific Committeeon Problem of the 

Environment (SCOPE), yakni sebuah panitia internasional yang 

mempunyai tugas mempelajari masalah lingkungan adalah batasan kedua. 

Batasan demikian digunakan juga oleh Otto Soemarwoto. Dampak 

didefinikan sebagai perbedaan kondisi lingkungan antara dengan dan tanpa 

adanya proyek. Definisi demikian tidak dijumpai baik dalam Undang 

Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang Undang Nomor 23 

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, begitu juga dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan, Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1993 tentang 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan maupun Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisi Mengenai Dampak Lingkungan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 

Definisi yang dijumpai dalam ketiga Peraturan Pemerintah tersebut adalah 

mengenai dampak besar dan penting.46 

 

46 Otto Soemarwoto Loc Cit, hlm. 24. 
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2. AMDAL Sebagai Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup 

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, 

lingkungan hidup perlu dijaga keserasian hubungan antara berbagai 

kegiatan. Di Indonesia, tata kehidupan yang berwawasan lingkungan 

sebenarnya telah diamanatkan dalam GBHN tahun 1973, Bab III butir 10 

menyebutkan bahwa :  

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam 
Indonesia harus dipergunakan secara rasional. Penggalian 
sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak 
merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan 
kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan 
kebutuhan generasi yang akan datang.” 
 

Dalam upaya menjaga lingkungan itulah digunakan Amdal sebagai 

salah satu instrumennya. Hal ini tertuang dalam Pasal 22 angka (1) 

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan 

setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal. 

Salah satu instrumen kebijaksanaan lingkungan yaitu Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 

22 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, merupakan proses yang 

meliputi penyusunan berbagai dokumen. Dokumendokumen itu berupa 

kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan 

lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan 

usaha yang dilakukan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup juga 
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merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk 

mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana 

usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan 

langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan 

dampak positif. Penanggulangan dampak negatif dan pengembangan 

dampak positif itu merupakan konsekwensi dan kewajiban setiap orang 

untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan 

menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan. 

Implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia belum 

sejalan dengan komitmen politik.Di era Orde Baru, lingkungan lebih 

banyak diperlakukan sebagai asset dalam menopang pertumbuhan 

ekonomi.Dalam perkembangannya kemudian bahkan lingkungan 

dipandang sebaga komoditas yang bersifat monopolistik sebagai hasil 

korupsi, korupsi dan nepotisme (KKN).Tidak mengherankan jika 

kerusakan lingkungan dan pencemaran terus meningkat dalam 

intensitasnya maupun keragamannya.47 

3. AMDAL Sebagai Instrumen Dalam Perencanaan Pembangunan 

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus 

diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 angka (4) 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan 

47 Hadi, P. Sudharto, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Cet. 2, Gadjah Mada 
University Presss, Yogyakarta, 2005, hlm. 6. 
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di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, pengunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara 

bijak.Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh 

tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara 

ekonomi (economically viable), diterima secara sosial (socially 

acceptable), dan ramah lingkungan (environmentally sound). Proses 

pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa 

kini dan yang akan datang. 

Amdal sebagai instrumen dalam perencanaan pembangunan 

disebutkan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2009 tentang Izin Lingkungan. Amdal disusun oleh Pemrakarsa 

pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.Amdal merupakan 

instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran 

dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas 

pembangunan.Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam 

perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan 

setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan.Penyusunan Amdal yang 

dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain 

detail rekayasa.  

Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal 

seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan. 

48 Arif Budimanta, Indonesia Center for Sustainability Development, Gramedia, Jakarta, 2004, 
hlm. 19-20. 
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Sebagai scientific prediction, Amdal memberikan gambaran yang jelas 

secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan 

timbul oleh sebuah kegiatan. Amdal seharusnya ditempatkan pada posisi 

yang strategis dalam upaya memberikan perlindungan preventif dalam 

perizinan suatu kegiatan yang berwawasan lingkungan. 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup dimasukkan ke dalam 

proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil 

keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam 

mengenai berbagai aspek usaha dan/atau kegiatan tersebut, sehingga dapat 

diambil keputusan yang optimal dari berbagai alternatif yang tersedia. 

Keputusan yang optimal tersebut dapat diartikan sebagai keputusan yang 

berwawasan lingkungan, karena telah memperhatikan aspek positif dan 

negatif suatu kegiatan usaha. 

Pembangunan suatu wilayah merupakan hal tidak dapat 

dihindarkan.Sebagai upaya agar pembangunan tersebut mengikuti konsep 

pembangunan berkelanjutan dan mengikuti konsep daya dukung terhadap 

lingkungan maka diperlukan suatu perencanaan yang matang.Salah satu 

bahan yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan adalah hasil 

analisis mengenai dampal lingkungan hidup. 

Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan dapat memberikan 

pedoman agar perencanaan pembangunan harus mencapai tujuan sosial 

dan ekonomi dengan tetap memperhatikan keseimbangan dinamis dengan 

lingkungan. Perencanaan pembangunan yang ideal adalah yang tidak 
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hanya mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat 

tetapi juga mampu memadukan berbagai nilai dan berbagai kepentingan 

yang terlibat, salah satunya kepentingan akan adanya pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). 

Di Amerika Serikat AMDAL merupakan keharusan untuk rencana 

kebijaksanaan dan undang-undang yang diperkirakan akan mempunyai 

dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana diatur dalam National 

Enviromental Policy Act, 1969. Di dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 

1982 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini tidak 

dinyatakan secara eksplisit, namun istilah rencana yang tertera dalam Pasal 

16 Undang Undang itu dapat juga diinterpretasikan sebagai kegiatan 

perumusan undang-undang dan kebijakan. Metode untuk melakukan 

Amdal bagi perencanaan kebijaksanaan dan undang undang atau produk 

hukum lainnya belum banyak berkembang. Metode yang banyak 

berkembang ialah Amdal untuk proyek. 

Peranan Amdal dalam perencanaan masih terbatas pada perencanaan 

proyek. Inipun masih terbatas pada proyek yang bersifat fisik, misalnya 

pembangunan bendungan, jalan raya, pelabuhan dan pabrik.Proyek yang 

bersifat non fisik umumnya masih diabaikan. Padahal proyek non fisik pun 

dapat berdampak besar dan penting. 

Analisis mengenai dampak lingkungan telah banyak dilakukan di 

Indonesia dan Negara lain. Pengalaman menunjukkan, Amdal tidak selalu 

memberikan hasil yang kita harapkan sebagai alat perencanaan.Bahkan 
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tidak jarang terjadi, Amdal hanyalah merupakan dokumen formal saja, 

yaitu sekedar untuk memenuhi ketentuan dalam undang undang.Setelah 

laporan Amdal didiskusikan dan disetujui, laporan tersebut tersebut 

disimpan dan tidak digunakan lagi.Laporan tersebut tidak mempunyai 

pengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan proyek selanjutnya.Hal 

ini terjadi juga di Negara yang telah maju, bahkan di Amerika Serikat yang 

merupakan negara pelopor Amdal. 

4. AMDAL Sebagai Alat Pengelolaan Lingkungan 

Hasil dari analisis mengenai dampak lingkungan juga dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan lingkungan yang meliputi 

upaya pencegahan, pengendalian dan pemantauan lingkungan. Upaya 

pencegahan artinya Amdal digunakan untuk mengantisipasi dampak yang 

kemungkinan muncul akibat aktivitas/kegiatan. Dengan dapat 

diprediksinya dampak tersebut, maka dampak negatif dapat dihindari dan 

dampat positif dapat dimaksimalkan. Amdal sebagai alat pengendali 

artinya masalah atau dampak dapat dikendalikan dan diminimalisir, 

misalnya dengan pemberian pembatasan seperti sanksi. 

Amdal sebagai sarana pemantauan maksudnya sebagai alat kontrol 

dan koreksi terhadap pelaksanaan dan operasi proyek. Dengan kata lain, 

pemantauan ini merupakan alat pengelolaan lingkungan untuk 
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menyempurnakan perencanaan program dan pembaharuan program 

dikemudian hari agar tujuan pengelolaan lingkungan tercapai.  

Pasal 36 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan setiap 

usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib 

memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan tersebut tidak akan 

dikeluarkan apabila tidak ada keputusan kelayakan lingkungan dari 

Komisi Penilai Amdal yang menilai dokumen atau kajian mengenai 

dampak penting yang diajukan oleh pemrakarsa. 

Suatu usaha dan/atau kegiatan sebelum mulai dilakukan wajib 

mempunyai kajian mengenai dampak besar dan penting yang akan timbul 

apabila usaha dan/atau kegiatan itu dilakukan. Hasil dari kajian tersebut 

kemudian disertakan dalam perizinan usaha dan/atau kegiatan tersebut. 

Apabila hasil kajian tersebut tidak disertakan maka izin usaha dan/atau 

kegiatan itu tidak akan keluar, karena kajian tersebut merupakan syarat 

yang harus dipenuhi dalam perizinan suatu usaha dan/atau kegiatan yang 

membawa dampak bagi lingkungan. 

5. Jenis-Jenis AMDAL 

Berdasarkan peraturan dan berbagai keputusan administratif 

mengenai Amdal, maka sistem Amdal dapat digolongkan ke dalam 

beberapa jenis.Penggolongan demikian dilakukan melalui pendekatan 

49 Simon Zadek, The Civil Corporation, The New Economy of Corporate Citizenship, 
Earthscan, London, 2001, hlm. 237. 
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kajian terhadap jenis-jenis kegiatan. Jenis-Jenis Amdal tersebut adalah 

sebagai berikut :  

a Amdal Secara Tunggal  

Amdal ini dilakukan terhadap satu jenis usaha atau kegiatan.yang 

bersifat tunggal maka kewenangan pembinaanya berada di bawah satu 

instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan tersebut.  

b Amdal Sektoral 

Amdal ini merupakan kewajiban Amdal atas suatu kegiatan yang 

bersifat sektoral, karena kebijakan tentang penetapan kewajiban 

Amdalnya ditetapkan oleh menteri sektoral.  

c Amdal Terpadu atau Multisektoral  

Amdal jenis ini adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan 

penting dari usaha atau kegiatan yang bersifat terpadu, yang 

direncanakan terhadap lingkungan dalam satu kesatuan hamparan 

ekosistem dengan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang 

membidangi kegiatan tersebut.  

d Amdal Regional atau disebut juga Amdal Kegiatan Kawasan  

Amdal ini adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan 

penting kegiatan terhadap lingkungan dalam satu kesatuan hamparan 

ekosistem zona pengembangan wilayah atau kawasan sesuai rencana 

tata ruang wilayah atau kawasan. 

50 Tri Budiyono, Transplantasi Hukum : Antara harmonisasi dan Benturan (Studi 
Transplantasi Doktrin yang Dikembangkan dari Tradisi Common Law pada Undang-Undang 
perseroan Terbatas), Disertasi, PDIH UNDIP, Semarang, 2006, hlm. 314. 
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e Amdal yang beraspek kajian Sosial Amdal ini pada dasarnya sama 

dengan jenis Amdal yang disebut di atas,tetapi karena aspek-aspek 

sosial dimasukkan sebagai bagian terpadu dan sistem kajiannya juga 

berbeda dengan kajian tehnis Amdal yang lain, maka dapat 

digolongkan sebagai jenis Amdal tersendiri. 

D. Teori Penegakan Hukum Lingkungan dalam Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

1. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  

Muhammad Arlen Baihaki menyatakan bahwa :51 

“Di dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 menjelaskan 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UUPPLH-2009) yang diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan 
dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Di dalam Undang – 
Undang No. 32 Tahun 2009 ini terlihat ada maksud untuk lebih 
memberi penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun 
sebenarnya kata “pengelolaan lingkungan” sudah terkandung 
makna pemanfaatan dan sekaligus perlindungan lingkungan.” 
 

Penamaan ini didasarkan pada pandangan anggota Panja DPR RI 

dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya 

lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. 

Marhaeni Ria Siombo, menyatakan bahwa :52 

“Menurut Pasal  1 angka 2 UU  No  32  Tahun  2009  Tentang  
Perlingdungan dan Pengelolaan    Lingkungan    Hidup memuat 
pengertian Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  
merupakan  upaya  sistematis  dan  terpadu  yang dilakukan  
untuk  melestarikan  fungsi lingkungan  hidup  dan  mencegah  
terjadinya pencemaran   atau   kerusakan   lingkungan   hidup 

51 Muhammad Arlen Baihaki, Peran Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaankualitas 
Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kotametro,Jurnal FH Unila, Volume 5 Nomor 1 Tahun 
2018 Hlm.2. 

52 Marhaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, 
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2013, hlm. 79. 
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yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, 
pemeliharaan,   pengawasan dan pembinaan dan penegakan 
hukum.” 

 

Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan mengenai Perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai usaha pencegahan, 

penanggulangan, kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas 

lingkungan hidup, yang mana telah menuntut dikembangkannya berbagai 

perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh 

sistem pendukung perlindungandan pengelolaan lingkungan lainnya. 

Perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada 

umumnyamengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara 

formal tanggung jawabPemerintah menjadi dominan dan sebagian besar 

bertumpu pada landasan hukumdan peraturan yang disiapkan untuk 

mengatur mengenai perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup. 

Perlidungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia pada 

umumnya mengandung dua aspek, yaitu formal dan informal. Secara 

formal tanggung jawab Pemerintah menjadi dominan dan sebagian besar 

bertumpu pada landasan hukum dan peraturan yang disiapkan untuk 

mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Pada 

saat ini landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam hal 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Undang-Undang 

No 32 Tahun 2009, yang di dalamnya dirumuskan mengenai Pengertian, 

Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, 

Pengendalian, Pemeliharaan, Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun 



59 

serta Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Sistem Informasi, Tugas Dan 

Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Hak, Kewajiban, Dan 

Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan dan Sanksi Administratif, 

Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan Dan Pembuktian, 

Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan  Penutup. Kendala-kendala yang 

sering terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

anatara lain:53 

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM); 

b. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA); 

c. Lemahnya implementasi peraturan perundang – undangan; dan 

d. Lemahnya penegakan hukum lingkunganKurangnya pemahaman 

masyarakat tentang lingkungan hidup. 

2. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

 Regulasi  pidana  yang  bisa  menjadi  dasar  hukum  penegakan  

hukum  lingkungan adalah Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan danPengelolaanLingkungan Hidup.Menurut ketentuan 

dalam regulasi, ada perbuatan  yang dapat dipidana oleh  aparat penegak 

hukum. 

 Perbuatan hukum  yang dimaksud berupa pelanggaran-pelanggaran 

atas ketentuan yang  diatur  dalam  UUPPLH. Sedikitnya  ada  7  

ketentuan  yang  dapat  menjadi dipidana   jika   ketentuan   dilanggar   

53 Syahrul Mahmud, Op.Cit. 
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oleh   pihak-pihak   yang   berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud 

adalah : 

a. Ketentuan tentang baku mutu; 

b. Ketentuan tentang rekayasa genetika; 

c. Ketentuan tentang Limbah; 

d. Ketentuan tentang Lahan; 

e. Ketentuan tentang Izin Lingkungan; 

f. Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup; dan 

g. Penegakan Hukum Perdata Hukum Lingkungan. 

Penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat dilakukan dengan 

3 cara yaitu: 

a. Class Action atau Gugatan Masyarakat; 

b. Hak GugatOrganisasi; dan 

c. Hak Gugat Pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah. 

Class Action atau gugatan masyarakat dalamdiatur dalam Pasal 90 

UU No 32 Tahun 2009. Masyarakat berhak mengajukan gugatan 

perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk 

kepentingan masyarakat apa bila mengalami kerugian akibat pencemaran 

atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat 

kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara 

wakil kelompok dan anggota kelompoknya.  

 Hak gugat Organisasi sendiri diatur dalam Pasal 92 UU No 32 

Tahun 2009, hak ini dapat diberikan dalam rangka pelaksanaan tanggung 
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jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi 

lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan 

pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas 

pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanyatuntutan 

ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan 

hidup dapat mengajukan gugatan apa bila memenuhi persyaratan : 

a. Berbentuk badan hukum; 

b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut di 

diri kan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 

c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya 

palingsingkat 2(dua) tahun. 

Hak   gugat pemerintah   Pasal   90   dalam   UUPPLH, Instansi   

pemerintah   dan pemerintah daerah yang bertanggung   jawab   di   bidang   

lingkungan   hidup berwenang  mengajukan  gugatan  ganti  rugi  dan  

tindakan  tertentu  terhadap  usahaatau  kegiatan yang  menyebabkan  

pencemaran atau  kerusakan  lingkungan  hidup yang mengakibatkan 

kerugian lingkungan hidup. 

  


